Menimbang :

Mengngat

BUPATI CIANJUR
PROVINS] JAWA BARAT

PERATURAN BUPAT! CIANJUR
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa wuniuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat {2}
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Dracrah;

1. Undang-UIndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarna dan
Keta Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Juawa Barat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
2831);

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ‘tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3587} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor €& Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
20232 lentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang
{Lembaran Negara Eepublik [Indonesia Tehun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6757);




Menetapkan :

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Reiribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Keuangan Neomeor 207/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajk Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1852);

Peraturan Daeralh Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun

2023 tentang Papk Daerah dan Retribusi Daecrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor
37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT] TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

Pemerinlah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang menmimpin

pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang — menjadi
kewenangan daerah (tonom,

Bupati adalah Bupat Cianjur.

Badan Pendapatan Dacrah, yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah perangkat daerah yang melakeanakan
fungsi permunjang pengelolaan pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya
disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Cianjur.

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhenlikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabut an
Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit,
Pembataian Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan
surat lain vang diperlukan untuk penagihan Pajak
sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi
sebagian atau seluruh utang Pajak.

Pajak Daerah, vang selanjutnya disebut Pajak adalah
konstribusi wajib képada daerah yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapalkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
scbesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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15.
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18.

Wajb Papk adalah orang pribadi ataun Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajk yang mempunyai hak dan kewa jiban
perpajakan sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah.

Subjek Pajk adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajalk

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, bak yvang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, konpgsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial polittk, atau
organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Masa Pajak adalah jangka wakiu 1 (satu) buian kalender atau jangka
walktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghiting,
menyetor, dan melaporkan Pajpk vang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka walktu vang lamanya 1 {satu} tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajpk menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayer pada suatu saat
dalam Masa PMajak, dalam Tahun Pajplk atau dalam Bagian Tahun Pajk
sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Ketetapan Pajek Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
sural Ketetapan pajak yang menentukan besarmya jumlah pokok pajpk
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkalt SSPD adalah
bukti pernbayaran atau penyetoran pajak vang telah dilakukan dengan
menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cera lain ke kas
umum daerah melaluj tempat pembayaran yang ditun juk cleh Bupati

Surat Tagihan Pajpk Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan papk dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan Pajak, yang selanjulnya disebut Pemeriksaan adalah
sefangiai an  kegialan menghimpuri dan mengolah data, keterangan,
danfatau bukli yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguj Kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danfatau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Kerlas Kerja Pemeriksaan, yang selanjuinya disingkal KKP adalah catatan
secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa mengenai prosedur
pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, danfatau bukti vang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
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Pembahasan Akhir Hasi]l Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat PAHP
adalah pembahasan antara Wajb Pajk dan pemeriksa atas temusan
pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan
eithir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak
disetuju dan perhitungan sanksi administrasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang
disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan
ruang lingleup dan tujuan pemeriksaan.

Laparan Hasil Pemeriksaan Sumir, yang selanjutnya disebut LHP Suwmir
adalah laporan tentang penghentian pemecriksaan tanpa adanya usulan
penerbitan surat ketetapan pajak

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat SPHP
adalah sural yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang melipuli pos-
pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara
dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi
administrasi.

Surat Perintah Pemeriksaan, vang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat
perintah untuk rmelakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/alau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraluran perundang-undangan

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib
Pajak dan/atau Penanggung Pajak, puna dijadikan jaminan untuk
melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang.undangan.

Penyegelan adalah tindekan menempatkan tanda segel pada tempat atau
ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak vang
digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atsu alat unruk
menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
soeeara elektronik dan benda-benda lain.

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pckerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu
cleh pemeriksa.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dikantor Badan
Pendapatan Daerah danjatau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan vang dilakukan terhadap Wajb
Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajk dari hasil pemeriksaan
scbelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajk yang sama.

Nomor Pokok Wajib Pajk Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajk scbagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan scbagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Dekumen adalah buku, catatan, dan/atace dokumen lain termasuk Data
Elektronik serta keterangan lain yang diperiukan dalam pelaksanaan
Pemeriksaan.



32. Data Eiekironik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang
dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elekirenik lainnys clan
disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

33. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yeng Dberisikan sejumlah
pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Papk yang terkait dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

BAB I
PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pemeriksaan adalah untuk menguii kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik
untuk satu alau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
dalam tahun-tahun lalt maupun tahun berjelan.

Bagian Kedua
Kriteria
Pasal 3

(1) Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi
melaksanakan pelaporan Pajak tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilakukan dalam hai;

a. Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitabuan yang menyatakan
lebih bayar;

b, Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rogi
atau nihil;

. Wajb Pajpk melakukan penggabungan, peieburan, pemekaran,
likuidasi, pembubaran, penjualan aset atau akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya;

d Wajib Pajak terindikasi berdasarkan hasil pengawasan melakukan
pelaporan pajak tidak sesuai dengan keadaaan yang sebenamys;

e. Wapgb Papk tidak menvampaikan atau menyampaikan Sural
pemberitahuan tetapt melampaui jangka waktu vang telah ditetapkan.

[ Wajb Papk menyampaikan sural pemberitahuan yang terpilih  untuk
dilakucan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Bagian Ketiga
Jenis Pemeriksgan
Pasal 4

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan
Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
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Bagian Keempat
Standar Pemenksaan
Pasal 5
Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan, yajtu

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan sesuai
dengan tujan Pemeriksaan, paling sedikit meliputi  Xegiatan
mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana
Pemeriksaan, dan menyusun program Pemeriksaas;

b. temuan hasil Pemeriksaan herus didasarkan pada bukd kompeten
vang cukup;

¢. Pemeriksaan dilakukan oleh im Pemeriksa Pajak;

d tim Pemeriksa Pagk dapat dibantu oleh secrang atau lebih, baik vang
berasal dari Bapenda, maupun dari luar Bapenda vang ditunjuk oleh
Kepela Bapenda, sebagai tenaga ahli atau tenaga bantuan seperti
penerjemah bahasa, ahli di bidang teknolegi informasi, ahli & bidang
perpajakan, akuntan publik, penyidik pcgawal negeri sipil, pegawal
Bapenda yang kompeten dalam pelaksanaan pemeriksaan dan
pengacara;

e apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama
dengan tim Pemeriksa Pajk dari instansi lain;

{f. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kanter Bapenda, tempat tinggal
atau tempal kedudukan Wajib Pajak, lempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau atau tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pemeriksa Pajak;

g Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

h. pelaksanaan Pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk KKP.

Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, digunakan

sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum
yvang dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

Standar Pemeriksasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan
standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 6

Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (3),
merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan
Pemeriksa Pajak.

Perayaratan Pemeriksda Pajuk sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah:

a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum
atau yang sederajat;

b. berpangkat serendah-rendahnya pengatur Muda/Golongan i fa;

¢. telah mendapat pendidikan dan/atau pelabihan telnis yvang cukup serta
memiliki Keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;

d. cermat dan seksama dalam menggunakan Keterampilannya;

e jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa
mengutamakan kepentingan negara; dan



. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

{3] Kepala Bapenda menunjuk aparatur sipil negara sebagai Pemeriksa di
lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu dalam menjalankan
wewenangnya.

{4) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3] belum dapat
dipenuhi, Kepala Bapenda dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai
koempetensi di bidang Pemeriksaan Pajak.

Pasal 7

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf h, disusun aleh
Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a. bukii Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan
Pemenksaan;

b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajb Pajak mengenai temuan hasii
Pemertksaan;

¢. dasar pembuatan LHP;

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian kcberatan atau banding yang
diajukan oleh Wajib Pajak; dan

e refierensi untuk Pemeriksaan Pajak berikulnya.

Pasal 8

|1} Standar peigporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dituanglan dalam LHP, yang disusun sccara ringkas dan jelas vang
mermuet:

a. ruang lingkup yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;

b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atan
tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan
perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi kin yang terkait
dengan Pemeriksaan.

{(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling sedi kit memuat:

penugasan Pemeriksaan;

identitas Wajib Pajak:

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
pemenuhan kewajiban perpajakan;
data/informasi yang tersedia;

buku dan Dokumen yang dipinjam;
materi yang diperiksa;

uraian hasil Pemeriksaan;

ikhtisar hasil Pemeriksaan;
penghitungan papk terutang; dan
simpulan dan usul Pemeriksa.

e e e AN g

Pasal @

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajb:

a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajb
Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan

Lapangan atau surat panggilun dalam rangka Pemeriksean Kanter dalam
hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan Kanwor;




b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak

(63

{1)

pada wakm melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa kepada Wajib Pajak
perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami
perubahan;

melakukan pertemuan dengan Wajibk Pajak dalam rangka memberikan
penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2 hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan
Pemeriksaan;

3. kewajiban dari Wajib Pajiak untuk memenuhi permintaan buim, catatan,
dan/ atau Dokumen yang menjadi dasar pembulkuan atau pencatatan,
dan Dokumen lainnyva, yang dipinjam dari Wajib Pajak

menuangkan penjelasan scbagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita
Bcara pertermuan dengan Wajib Pajak;

menyampaikan SPHP kepada Wajb Pajak;

memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada
waktu yang telah ditentukan;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan kctentuan peraluran perundang-undangan
perpajkan dengan menyampaikan saran secara tertulis:

mengembalikan buku, catatan danfatau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan Dokumnen lainnya vang dipinjam dan
Wajibh Pajak; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas scpala sesualu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanye oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan.

Pasal 10

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dengan cara Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
berwenang:

a memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan danjatau Dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan Dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajk yang terutang;

b. memasuld dan memeriksa tempat ataun ruang, barang bergerak dan /atau
tidak bergerak vang di duga atau patur di duga digunakan untuk
menyimpan buku atau catatan, Dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencataian, Dokumen lain, uang danfatau barang
yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan vang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak yang
terutang;

c. meminta kepada Wajb Pajak untuk memben bantuan guna kelancaran
Pemecriksaan;

d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertenta serta bamang bergerak
dan/atau tidak bergerak;



{2

e meminta keterangan lisan danj/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketigs
yvang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak vang diperiksa.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan pemenuhan
kewajban perpajakan dengan cara Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
berwenang:

a.  memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Bapenda dengan menggunakan
surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor;

b. memeriksa danjatau meminjam buku, catatan danfatan Dokumen
yvang menjadi dasar pembukuuan alau pencatalan, yang berhubunguan
dengan penghasilan yeng diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wa jib Pajak, atau Objek Pajak yang terutang;

¢. meminta kepada Wajib Pajak untuk memben bantuan guna kefancaran
Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajb Pajak;

meminjgam KKP vang dibuat cieh akuntan publik melalui Waib Pajak;
dan

[. meminta keterangan dan/atau bukt vang diperlukan dari pihak ketiga
yarg mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa,

Pasal 11

Dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, Wajib Pajak berhak:

.

b

=

(1)

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal
Pemeriksa Pajak dan SP2;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pembertahuan
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara
Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlibatkan surat yang berisi
perubahan tim, apabila ada perubahan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan;

menghadini PAHP pada waltu yang telah ditentukan;

menerima SPHP;

memberikan pendapat atau penilalan atas pelaksanaan Permneriksaan oleh
Pemeriksa melalui pengisian Kuesionet Pemeriksaan.

Pasal 12

Dalamn Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan, Wajib Pajak wa jib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan danfatau
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atain pencatatan, dan
Dokumen iain yang berhubungan dengan penghasilan yang dipercleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak yang
terutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuln dan memeriksa tempat atau
ruang, barang bergerak dan/atau tdak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, Dokumen lain, uang, dan/atau barang
yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bLebas Wajib Pajak, atau Objek Papk yang
terulang serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

¢. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulia atag SPHP; dan
¢. memberikan keterangan lisan dan/atau iertulis yang dipertukan.

Dalam Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan, Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Perneriksaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan:

b. memperlihatkan danfatau meminjamkan buku, catatan, dan/atau
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
Dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang
berhubungan dengan penghasilan vang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak yang terutang;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
menyampaikan tangeapan secara tertulis atas SPHP;
meminjamkan KKFP vang dibuat oleh akuntan publik; dan

= B -

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pasat 13

Pemeriksaan untuk menguji kKepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
dilakukan dalam langka wakiu penguijian dan jangka waktu PAHP.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemenksaan Lapangan,
jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paiing lama
3 (tiga) bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan
disampaikan kepada Wajib Pajak wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajek, sampai dengan tanggal SPHP
disampaikan Kkepada Wajib Pajyk wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dart Wajb Pajalc

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan XKantor, jangka
waktu pengujian sehagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf &, paling lama
3 {tiga] bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil kuasa dari Wajib
Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
datang memenuhi surai panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, walkil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lama 1 {satu} bulan, terhilung sejak tanggal SPHP disampaikan
kepada Wajb Pajak, wakil, kuasa, pegawai, ataul anggola yang tetah dewasa
dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

Jangka wakiu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 {satu] bulan, terhilung sejpk tanggal
SPHP disampaikan kepada Wajib Pajk waki, kuasa, pepawai, atau
anggota yang telah dewasa dan Wajb Pajak.
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Pasat 14

(1) Jangka waktu pengujiun Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat {2}, dapat diperpanjang untuk jangka wakta paling
lama 1 {satu] bulan.

{2 Perpanjangan jangkas waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:

& Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajgk lainnys;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada
pihak ketiga;

¢ ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan mefiputi seluruh jenis Pajak;
dan/atan

d. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa.

Pasal 15

(1}Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat {3}, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1
{saty) bulan,

(3] Perpanmngan jangka waktu pengujan Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:

a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada
pihak ketiga;

c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis Pajak; dan/
atau

d berdasarkan pertimbangan tim Pemeriksa.

Pasal 16

Dalamm hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksuid dalam Pasal 14 ayat (1), atau Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1), Pemeriksa
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara
tertulis kepada Wajib Pajak,

Pasal 17

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat {1], atau perpanjangan jangka
wakiu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayal (1)
telah berakhir, SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajitb Pajk mengajukan
permohenan pengembalian kelebihan pembayaran Pajek, jangka waktu
schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, memperhatikan
jangka waktu penyelesaian permohonan  pengembalian kelebihan
pemnbayaran Pajak.



Pasal 18

Pemeriksaan Lapangan atan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, diselesaikan dengan cara

a, menghenti kan Pemerikssan dengan membuat LHP Sumir; atau

b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 19

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dalam hal:

a Wajb Pajak, wakil lkuasa, pegawai, atan anggota keluarga yang telah
dewasa dart Wajib Pajak vang diperiksa:

1. tidak ditemukan dalam jangka wakiu 3 jtiga} bulan sepk tanggal surat
pemberitahuan pemeriksaan lapangan diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemcriksaan dalam jangka wakiu 3 (liga)
bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
diterbitkan.

b Pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah
Pajale yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya;

¢ terdapal keadaan terteniu berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.

Pazal 20

{1} Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajb Pajgk yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau
memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan
dalam jangka waktu Pemeriksaan;

b. Wajib Pajk wakil kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atan
memenithi  panggilan  Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampail
dengan:

1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); atau
2. berakhirnya perpanjangan jangke wakiu peligijian Peémeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1}
{2} Pemeriksaan Lapangan alau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum
diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselesaikan

dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 [lujuh) hari
kerja sejpk berakhirnva:

a perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); atau

b, perpanjangan jangka waktu pengyujian Pemeriksaan — Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
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Pasal 21

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajgk
tidak ditemukan atau ldak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana
dima¥suid dalam Pasal 19 huruf s dapat dilaleukan Pemeriksaan kembali
apabila dikemudian hari Wajib Pajak diternukan.

(1}

(2}

(3)

()

Pasal 22

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dilakukan olch Pcmeriksa yang tergabung dalam tim Pemeriksa Pajak
berdasarkan SP2.

SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diterbitkan untuk satu atau
beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak vang
sama, atau untuk sanl bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajgk terhadap satua
Waib Pajak.

Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala Bapenda menerbitkan
perubahan tim Pemeriksa.

Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahhi, harus berdasarkan surat
tugas vahg dikeluarkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajban

{2)

(S}

(1}

perpajakan dilakukan dengan cara Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
mcmberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannysa Pomcriksaan
Lapangan dengan menvampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan.

Dalam ha! Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpaj akan dilakukan dengan cara Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajb
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai ditakukannya Pemeriksaan
Kantor dengan menvampaikan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan
Kantor.

Surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] atan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tehun Pajalc

Pasal 24

Surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat {1], dapal disampaikan secara langsung kepada Wajib
Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan, atau disampaikan
melalul faksimil, atau pos dengan bukti pengiriman surat, atan jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(2) Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Wajb Papk tidak
berada di tempat, surat pemberitahuan Pemeriksaan lLapangan dapat
disampaikan kepada:

a wakil atau kuasanya; atan

i pihak yang dapat mewakili Wajib Pajal, yaitw

1. pegawai dari Wajb Papk yang menurut Pemeriksa dapat mewakili
Wajb Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajb Pajsk
Badan;
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2. anggota keluarga vang telah dewasa dari Wajib Papic yang menurat
Pemerikksa dapat mewakili Wapb Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajb Pajpk orang pribadi; atau

3. pihak selain eebagaimana dimaksud angka 1 dan angha 2 yang
dapat mewakili Wajib Pajak.

Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajgk atau pihak yang mewakili
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak dapat ditemui, surat
pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pes dengan
buktl pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya gdengan bukt
pengiriman dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap
telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2), disampaikan melalui faksimili pos dengan bukt
penginman surat, ataujasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, Pemeriksa dapat melakukan pertemuan dengan
Wajih Pajk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
waldl atau lkuasa Wajb Pajak

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan Lapangan,
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] atau ayat {2], dilakukan
setelan  Pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan Kanter,
pertemuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2] dilakukan
pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Papk datang
memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.

Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2), Pemeriksa membuat berita acara hasil pertemuan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib
Pajak,

Dalam hal Wajb Pajk, wakil, atau kuasa Wajb Papk menclak
menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada

ayat {5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan pada berita
acara hasil pertemuan.

Dalam hal Perneriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan
dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berila acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (6], pertemuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat {2] dianggap lelah dilaksanakan.

Pasal 26

Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan Lapangan danjfatau Pemeriksaan Kantor.
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Bagian Kelima
Penyegelan
Pasal 27

Pemeriksa Pajpk berwenang melakukan penyegelan untuk mempercleh
atau mengamankan Dolkumen dan benda-benda lain yang dapat memberi
petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajb Pajak agar
tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar,
atau dipalsukan.

Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan
Kepolisian Resort Cianjur, dilakukan apabila pada saat pelaksanaan
Pemeriksaan Lapangan:

a Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang diperiksa tidak
memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasulki tempat atau
ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau
catatan, dan/fatau Dokumen, termmasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secars elektronik atau secara program
aplkasi online vang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas Wajib Pajak

b. Wajib Pajk waldl, atau kuasa Wajib Pajak yang diperiksa menolak
membernn bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain
berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk
mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergeralg

. WP, wakil, atau kuasa Wajb Pajpk yang diperiksa tidak berada <
tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dart Wajih Pajpk yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selalas
pihak vyang mewakili Wailb Pajak, sechingga diperlukan upaya
pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda: atau

4. Wajb Pajak, waldl atau kuasa Wajib Pajpk yvang diperiksa tidak berada
di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dan
Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku
pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 28

Penyegelan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2),
dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnva?2 {dua) orang vang telah dewasa selain anggota tirn Pemeriksa
Pajak.

Dalam rmelakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajalk thefibuat berita acara
Penyegelan.

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dan

ditandatangani oleh Pemeriksa Pajpk dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua} orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa

Pajak

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dibuat 2 (dua)
rangkap, dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggoia keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajk yarg
diperiksa.
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Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) menclak
menandatangant berita acara Penyegelan, Pemerniksa Pajk membuat
catatan tentang penolakan dalam berita acara Penyegelan.

Pasal 29
Pembukaan segel dilakukan apabila:

a. Wajb Pajak, wakil kuasa, atau pihak yvang mewakili Wajb Papk telah
member] izin kepada Pemeriksa Pajpk untuk membuka atau memeasuki
tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel,
dan fatau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan tidak
diperlukan lagi; dan/atau

€. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan
tindak pidana.

Pembukaan segel dilakukan oleh Pemeriksa Papk dengan disaksikan oleh
mirni mal 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa
Pajak.

Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu gleh Kepolisian
Resort Cianjur.

Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak
atau hilang, Pemeriksa Pajpk membuat berita acara kerusakan atan
kehilangan.

Berita acara pembukaan sege! dibuat 2 [dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan kepada Wajb Pajgk, wakil kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

Pasal 30

Apabila dalam jangka waktu 7 {fujuh] hari setelah tanggal Penyegelan atau
jangka waktu lin dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib
Pajak, waldl, atau kuasa dari Wajib Pajk lelap tidak memberi izin kepada
Pemmeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan,
barang bergerak atau tidak bergerak vang disegel, dan/atau  tidak
memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Papk dianggap
menalak dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal Walb Pajak dianggap menclak dilakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib
Pajak wajib menandatangani surat periiyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak
menandatangani sural pernyataan penclakan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2), Pemeriksa Papk membuat dan menandatangani berita acara
mengenal penclakan tersebut.

Bagian Keenam
Penolakan Pemeriksaan
Pasal 31

Dalam hal Wajibb Pajak, wakil, atau kuasanya yang dilakukan Pemeriksaan
Lapangan untuk menguj kepatuban pemenuhan kewajban perpajakan
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak
menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajb Pajak, wakil
atau kuasanya menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
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Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penclakan Pemeriksaan sebagaimana
ditmaksud pada ayat (1], Pemeriksa Pajpk membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani aleh tim Pemeriksa Pajalk

Dalarn hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak tidak ada di termnpat
maka:

a Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Waji Pajak yang dapat dan
mempuriyai kewenangan untuk mewakili Wajb Pajak, terbatas untuk
hal yang berada dalamn kewenangannya; atau

b, Pemernksaan ditinda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

Untuk KkKeperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan
penundaan sebagaimmana dimaksud pada ayat (3} huraf b, Pemeriksa Pajpk
dapat melakukan Penyegelan.

Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Waijib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak berada di tempat danfatau
tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki
tempal atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, danfatau tidak
memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksasn, Pemeriksa meminta
kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa Wajb Pajak
untuk membantis kelancaran Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota Keluargas yang telah dewasa Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5} menolak untuk membantu kelancaran
Pemenksaan, Pemeriksa meminta pegawal atau anggota keluarga yang telah
dewasa darn Wajib Papk untuk menandatangani surat penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk
menandatangani surat penolakan membantu  kelancaran Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (0), Pemeriksa membuat berita acara
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan vang ditandatangani oleh
tim Pemeriksa.

Pasal 32

Dalam hal Wajib Pajak wakil, atau kuasanya yang dilakukan Perneriksaan
Kantor memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
namun menyatakan menciak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Papk
wakil, atau kuasanya menpandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaar.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil ataun kuasa Wajb Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Papk membuat berita acara penclakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh im Pemeriksa Pajak

Apabila dalam jangka waktu paling lama ! (satu) bulan sejgk surat
panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib
Pajpk dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan cleh pos atau jasa
pengiriman lainnya dan Wajib Pajpk tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa
Pajpk membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh
Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak
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Pasal 33

Pemeriksa berdasarkan:

surat pernyataan penolakan Pemeriksaan,

berita atara péﬂnlﬂkﬁﬂ Pemeriksaan:

berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan;
surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; atau
berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan,

dapat melakukan penetapan Papk secara jabatan.

(1}

Pasal 34

Hasii Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajhan
perpajakan diberitahukan kepada Wajib Pajpk melalui penyampaian SPHP
vang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan,

(2} SPHP dan dafiar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melahii faksimil,
surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
PENgIriman.

(3} Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau

(4)

kuasanya menolak untuk menerima SPHP, harus menandatangani surat
penolakan menerima SPHP.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau Kuasanya menoclak menandatanpgani
surat penoclakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemeriksa membuat berita acara penclakan menecrima SPHP Vang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(5) Dalam hal Pemeriksaan alas keterangan lain beruapa data konkret dilakukan

(1)

{2

)

(4

dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis
untuk menghadinn PAHP.

Pasal 35

Wajib Pajak wajb memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar
termuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dalam bentuk:

a pernyatasn persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajb Pajak
menyetijui seluruh hasi! Pemeriksaan; atan

b. surat sanggahan, dalam hal Wajb Pajak tidak menyetujui sebagian atau
seluruh hasil Pemeriksaait,

Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jengka waktu paling lama o (lime&) hari kerja, sejpk tanggal
diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

Wajib Papk dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {2) uniuk jangka
waktu paling lama 3 (tiga] hari kerja, terhitung sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat [} berakhir.

Untuk melakukan perpanjangan jangka wakiu penyampaian tanggapan
sehagaimana dimaksud pada ayat (3], Wajib Pajak menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksiid pada
ayat (2] berakhir.



)

()

(7}

(1)

(3)

(4)

(5)

{1

{2
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Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lam berupa data konkret
dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis sebagaimanu
dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak
harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib
Pajpk tidak dapal melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan tertulis.

Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4 disampaikan
oleh Wajib Pajak secara langsung atauw melalui faksi mili surat elektronik,
pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP,
Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan lertulis
atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 36

Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang
tercantum dalam SPHP dan daftar temmuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak
hadir dalam PAHP.

Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalud
penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan
mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.

Undangan sebagaimana dimaksud pads ayat (2) disampaikan kepada Wajib
Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga} hari kerja, terhitung sejak:

a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesual
jangka waktu sebagairmana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2] atau ayat
(3} atau

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasaj 35 ayat
(3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP.

Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkrei dilakukan
dengan Pemeriksaan Kantor, undangan tertulis untuk menghadiri PAHP
disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP.

Undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh
Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elekironik, pos,

atau jasa perngiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 37

Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita
acara PANP vang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, vang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil atau kuasanyae
dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan perserujuan hasil Pemeriksaan; dan
b hadir dalam PAHP.

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajk
dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal
Waiib Pajak:



4. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasii Pemeriksaan; dan
b, tidak hadir dalam PAHP,

(3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Papk dengan
mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan
tersebut, dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani cleh tim
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya, dalam hal Wajib Pajak

a. menyampaikan sural sanggahan, dan
b hadir dalam PAHP.

{5} Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan,
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalem PAHP, dan berilta acara
PAHP wyang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan; dan
b. tidak hadir dalam PAHP

{6) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajb Pajpk dan menuangkan
hasii pembahasan tersebut  dalam  risalah  pembahasan, yang
ditandatangan oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, waldl, atau kuasarnya
dalam hal Wajib Pajak:

a tidak menvampaikan tanggapuan tertulis atas SPHP; dan
b hadir dalam PAHP.
Pasal 38

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya menolak menandatangani risalah
pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3] atau ayar (3),
Pemeriksa membuat cataian mengenai penolakan tersebut.

Pasal 39

(1) Dalam hal Wajib Papk tidak hadir daiam PAHP pada hari dan tanggal sesuai
undangan, PAHP dianggap telah ditakukan.

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasai 40

Pelaksanaan PAHP antara Wajb Pajak dengan Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 36 avat (3] atau avat (5 harus mempertimbangkan
jangka waktu PAHP dan pelaporan.

Pasal 41

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) atau ayat
(5), digunakan olch Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara PAHP
yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 42

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 37, Pemeriksa memanggil Wajib Pajak dengan
mengirimkan surat panggian untuk menandatangani berita acara PAHP.



(2)

(3}

(4

{2)

3

(1}
{2
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Surai panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat disampaikan
secara langsung atau melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat,
atau jasa pengiriman lainnya dengan bukli pengirniman.

Dalam hal surat panggilan disampaiken secam langsung dan Wajib Pajalk,
wakil, atau kuasanya menolak untuk menerima surat panggilan,
menandatangani surat pernyataan penolakan menerima surat panggilan
untuk menandatangani berita acara PAHP,

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya menclak menandalangani
surat permnyataan sebagaimana dimaksud pada avat (3), Pemeriksa
membuat berita acara penolakan surat panggilan untuk menandatangani
berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 43

Wajib Pajalk harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1), dalam jangka waktu paiing lama 3 (tiga) hari kerja, setelah
surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP diterima cleh
Wajib Pajak.

Dalam hal Wajb Pajak, walkil. atau kuasanya memenuhi panggilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1}, namun menoclak
menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa membuat catatan mengenai
penolakan penandatanganan pada berita acara PAHP,

Dalam hal Wajib Pajpk tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada dalam Pasal 42 ayat (1}, Pemeriksa membuat catatan pada berita acara
PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Pasal 44
LHP disusun berdasarkan KKP.

Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3} LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] digunakan oleh Pemeriksa sebagai

(4)

(3]

dasar untuk membuat nota penghitungan.

Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) digunakan scbagai
dasar penerbitan SKPD atau STPD,

Pajak vang terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:

a. dalam hal Wajib Papk tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan
lembar perntyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, Pajk yang terutang
dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil
Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalamm PAHP tetapi menyarnpaikan
surat sanggahan, Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP
dengan jumlah yang tidak disetujul sesuai dengan surat sanggahan
Wajib Pajak;

¢ dalam hal Wajb Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tlidak
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pajak vang terutang

di hitung berdasarkan SPHP dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil
Pemeriksaan.



Pasal 45

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian dokumen paling lambat 7
{tujuh} hari kerje sejypk tanggal LHF.

(4

(2}

3

Pasal 46
SKPD dan hasi! Pemenksaan yang dilaksanakan tanpa:

a. penyampaian SPHP; atau
b, PAHP.

dapat dibatalkan oleh Kepala Bapenda secara jabatan atau berdasarkan
permohionan Wajib Pajak.

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
proses Pemeriksaan dilanjutkan dengan melaksanakan penyampaian SPHFP
danfatan PAHP.

Prosedur penvampaian SPHP dan/atau pelaksanaan PAHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2)

(3}

(4

(2) terkail dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,
Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:

a. SKPD sesuai dengan PAHP apabila jangka wakiu belum melampaui 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran
Pajak;

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
dilamipawi, SKPD belum ditetapkan, perfhohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau

¢. SKPDLB sesuai dengan surat pemberitahuan apabila jangka waktu 12
[dua belas] bulan sejak surat permohonan diterima.

Dalam bhae! tim Pemeriksé uniuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat ([2), mengalami perubahan Pemeriksaan dilakukan
setelah dikeluarkannya perubahan tm Pemeriksa.

Pasal 47

Wajib Pajk dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara iertulis
mengenai ketidakbenaran pengisian SPTPD} yang telah disampaikan sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, scpanjang Pemeriksa  belum
menyampaikan SPHP.

Pengungkapan Kketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, disampaikan ke Bapenda,

Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {l)

ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasanya dan dilampiri

dengan:

a penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya; dan

b SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar.

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD scbagaimana

dimaksud pada ayat {1}, tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran

Pajak, maka pengungkapan tidak perhe dilampiri dengan SSPD.




(1)

(2}

(3}

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 48

Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laperan
tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pemeriksaan
tetap dilanjutken dan atas bhasil Pemeriksaan diterbitkan SKPD dengan
mempertimbangkan laporan tersendiri serta memperhitungkan pokok
Pajak yang telah dibayar.

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD olch
Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan wyang sebemnarmya, SKPD
diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalem hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh
Waijlb Pajpk sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, SKPD diterbitkan
sesual dengan pengungkapan Wajb Pajak

Pasal 49

Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau
persetujuan Bupati

Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan Pemeriksaan
ulang, dapat diberikan apabila lerdapat data baru termasuk data yang
semula belum terungkap.

Dalam hal hasil Pemeriksaan ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (2
mengakibatkan adanys tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam SKPD sebelumnya, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDEKRT.

Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat {1
tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan dalam SKPD sebelumnya, Pemeriksaan ulang dihentikan dengan
membuat LHP B3umir dan kepada Wajib Pajgk diberitghukarn mengenai
penghentian tersebut.

Bagian Ketijuh
Pemerikeaan Untuk Tujuan Lain
Pasal 30

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan khin dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat meliputi
penentuan, pencocokan, atan pengumpulan materi yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan.

Pasal 51

Pemeriksaan untuk tujuan khin dilalkukan dengan kriteria antara lainc

s pnope

pemberian NFWPD secara jabatan;

penghapusan NPWPD;

Wajib Pajak mengajukan keberatan;

pencocokan data danfatau alat keterangan; dan/atau
Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajk

Puasal 52

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat
dilakukan dengan cara Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kanlor.
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Pasal 53

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai dengan standar
Pemeriksaan,

(2] Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai ulcuran mutuz Pemceriksaan yang merupakan capaian minimum
vang haras dicapai dalam melaksanaltan Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar
peiaporan hasil Perneriksaan.

Pasal 34

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) adalah standar
umum Pemeriksaan.

Pasal 55

Standar pelaksanaan Pemer ksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
{3} meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan, sesuai dengan
tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;

b, luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan
untuk tujuan lain;

¢ Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdin dari 1 (satu) orang
supervisor, 1 (satu) orang ketua lim, dan 1 (salu) orang atau lehih anggota
tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai
anggota tim;

d  Pemerikgaan dapat dilaksanakan ¢ kantor Bapenda dan/atau kantor.
kantor di lingkungan Pemerintah Dae¢rah, tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajb Pajak, tempat Kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib
Pajak, dan/ atau di tempat lain yang dianggap perlu olch Pemeriksa;

c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jamn kerja dan apabila diperlukan dapai
di lanjutkan diluar jam ketja; dar

. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 56

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain didokumentasikan dalam bentuk KKP
sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f, dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikul:

. KKP berfungsi sebagai:

i. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan
standar Pemeriksaarn; dan

2. dasar pembuatan LHP.
b. KKP memberikan gambaran mengenai:

1. data, keterangen, dan/atau bukti yang diperoleh;
2. prosedur Pemeriksaan vang dilaksanakan; dan

3. simpulan dan hai-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan
Pemeriksaan.




Pasal 57

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang
disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

B

LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat rnuang lingkup atan pos-pos
yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemceriksaan, momtual simpulan
Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain vang terkat:

LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:

identitas Wajib Pajak;

penugasan Pemeriksaan,

tujuan Pemeriksaan;

buku dan dokumen yang dipinjam;
materi yang diperiksa;

urajan hasil Pemeriksaan; dan
simpulan dan usul Pemeriksa.

NomebBhe

Pasal 58

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa wa jib:

(1)

menyampaikan sural pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau surat

panggilan daiam rangka Pemenksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan tanda pengenal Pemcériksa dan SP2 kepada Wajib Pajak
pada waktu Pemeriksaan;

memperlihalkan surdt yang berisi perubahan tim Pémeriksa kepada Wajgb
Papk apabila tim Pemeriksa mengalami perubahan;

menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak vang
diperiksa;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
mengembalikan buku, catatan, dan Dokumen pendukung lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau

merahasiakan kepada pihak lin vang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau dibentahukan kepadanva oleh Wapb Pajuk dalam rangka
Pemeriksaan.

Pasal 59

Dalam wmelakukan Pemeriksaan untuk tujuan Jain  dengan cara
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:

a. melhat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/aetau Dokumen vang
menjadi  dasar pembukuan atau  pencatatan  berhubungan dan
Deokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

memasuki dan memenksa tempat atau ruang, barang bergerak
danfatau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau Dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, Deokumen iain, dan/atau barang,
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau



(2)

e. meminia keterangan danfatau data yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajb Pajak yvang diperiksa.

Dalarm  melakukan Pemeriksaan untuk btajuan lain  dengan cara

Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:

a melihat danfatau meminjam buku, catatan, dan/atau Dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan Dokumen |lain
termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperocleh, kegiatan usaha, pekerjasn bebas
Wajib Pajak, atau Objek Pajak yang terutang;

b. meminla kelerangan lisan dan/ataw tertulis dari Wajib Pajak; danjalau
¢ meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pithek ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 60

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

a

b.

{1}

(2)

meminta kepada Pemeriksa wuntuk memperlihatkan tanda pengenal
Pemeriksa dan SP2 pada waktu Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan cara
Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat vang berisi
perubahan tim Pemeriksa apsabila terdapat perubahan Tim Pemerksa;
danfatau

membenitan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh
Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Hasal &1

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tuyjuan lain  dengan cara
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pagk wajib:
a memperli hatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau Dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatalan, dan Dokumen lain,
yang terhubungan dengan tujuan Pemeriksaan:

L. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik;

¢ memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
penyimpanan buky, catatan, danfatau Dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, Dokumen lain, danfatau barang, vang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada
Pemeriksa; dan/fatau

d. memberikan keterangan lisan dan/alau iertulis serta memberikan data
dan/aiau keterangan lain yang diperluikan,

Dalarn  pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan kin dengan cara

Pemeriksaan Kantor, Wajb Pajak wa jib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atauz Dokumen
vang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan Dokumen |ain,
yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data
dan/atau keterangan lain yang diperlukan.




(1)

@

Pasal 62

Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan cara Pemeriksaan Lapangan
dilakukan dalam jpngka waktu paling lama 4 {empai) bulan yang dihitung
sejpk tanggal surat pemberitabuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
kepada Wajb Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan cara Pemeriksaan Kantor dilakukan
dalam jangka wakitu paling lamma 14 [empat belas] hari yang dihitung sejak
tanggal Wajib Pamk walal, kuass, pegawal, atau anggota keluargs vang
iclah dewasa darn Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam
rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.

(3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4

(1)

@}

(3}

(1)

{2

(3)

atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan
penghapusan NPWPD, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
ayat (i) atau ayat (2 memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 63

Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangks melaksanakan
ketemituan perpajakan dilakukan oleh tm Pemeriksa berdasarkan SP2.

SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diterbitkan untuk satu atau
beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajgk
yang Samd atau untuk sam bagian Tabun Pajglk atau Tahun Papk terhadap
satiy Wajib Pajak.

[alam hal susunan tim Pemeriksa pertu diubah, tidak perlu memperbarui
3P2 tetapi menerbitkan surat perubahan tim Pemeriksa,

Pasal 64

Dalam hal Pemenksaan untuk tujuan hin dilakukan dengan cara
Pemeriksaan Lepangan, Pemeriksa memberitahukan kepada Wajib Pajak
mengenal dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan
surat pemberitahuvan Pemeriksaan Lapangan.

Daiam hai Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan cara
Pemeriksaan Kanter, Pemeriksa memberitahukan kepada Wajibk Pajak
dilakukannva Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan surat panggilan
dalam rangka Perneriksaan Kantor.

Surat pemberiltahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk Masa Pajak. bagian
Tahun Pzjak, atau Tahun Pajak aebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 65

(1) Surat pemberitahuan Pemecriksaan Lapangan sebdgaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (i) dapat disampaikan secara langsung kepada
Wajib Pajpk pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau
dmampsukan melalui Faksimill, pos dengan bukii penginman surat, atau
jasa pengirimman lainnya dengan bukti pengiriman.



[2) Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara

(3}

(4)

(1)

()

(1)

{2

langsung dan Wajib Pajek tidak berada di tempat, dapat disampaikan
kepada:

a. waldl atau Kuasanyas; atau
b, pihak yang dapat mewaldli Wajib Pajak, vaitu:

1. pegawal dari Wapb Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Palmk Badan; atau

2.anggola keluarga yvang telah dewasa dari Wajib Pajk yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajb Pajk, dalasm hal Pemeriksaan
dilakukan lerhadap orang pribadi.

Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksuad
dalam pasal 64 ayat {2] dapat disampaikan melalui faksimil pos dengan
bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman laimnya dengan bukti
pengirimarn.

Dalam hkal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak dapat
ditemu, surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui
pes atau jasa pengiri man lainnya dan surat pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal b6

Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 .

Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) hurul a

Pasal &7

Dalam hal Wajib Pajak, waldl, atau kuasanya yang dilakukan Pemeriksaan
Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan termasuk menclak menerima surat  pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan harus menandatangani surat peneclakan
Pemeriksaan.

Dalam hal Waph Pajak, wakil, atsu Kuasanya menolak menandatangani
surat penclakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 65

(1} Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya yang dilakukan Pemeriksaan

(2)

Kantor untuk tujuan kin memenuhi surat panggilan dalam rangka
Pemeriksaan Xantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemecriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya harus menandalangani
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya menolak menandatangani
surat pernyataan penoclalkkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penclakan Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim Perneriksa.
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Pasal €9

Berdasarkan surat pernyataan penclakan Pemeriksaan atau berita acara
penclakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal
68, Wajpb Pamk diberi NPWPD secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk
iujuan lam dilakukan dalam rangka pemberian NPWPD.

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara
pcnolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal
68, permohonan Wajib Pajak lidak dikabulkan daslam hal Pemeriksaan
untfuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan NPWPD.

Pasal 70

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa juga dapat
memanggil Wajib Pajk untuk mempercleh penjelasan yang lebih rinci atau
meminta keterangan dan/atan bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan
kepada pihak ketiga.

Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada phak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan
Pasal 71

Dalam rangka meningkatkarn kualltas dan akuntabilitas Pemeriksaar,
Pemeriksa menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajk yang
diperiksa.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian
Kuesioner Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pada saat pertemuan dengan Wajb Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i), disampaikan pada saat penyampaian surat
pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang
memenuhi 8ural pangglan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.

Wajib Papk dapst menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi
kepada Pemeriksa.

BAB 1}
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 72

Pengawasan Pajak dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan,
pemantauyan, pembinaan, dan penelitian atas pemenuhan kewgjiban
perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh
Waib Pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajb Pajk yang
berkelanjutan sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan.

Pengawasan Pajak dapal dilaksanakan dengan cara:

a. penelitian kepatuhan formal,
b, penelitian kepatuhan material;
¢ parmintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan/atau



d. kuntjungan kepada Weajb Pajak.

{3 Tindak lanjn pengawasan Pajak dapat dilaksanakan dengan cara
a pengusian pemeriksaan;

pengusulan pemeriksaan bukti permulaan;

pengusulan kegiatan petngamatan:

pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;

- -

pengusulan perubahan data dan/atau status Wajib Pajak secara
jabatan;

f. pengusulan perubahan administrasi layanan danfatau fasilitas
perpajakan Wajib Pajk secara jabatan;

pemberitahuan kepada Wajib Pajpl; dan/atan

~

evaluasi pengawasan Pajak

Pasal 73

1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak,
Bapenda dapat memasang dan/atau menggunakan ajat/sistem perekaman
data elektronik dan non elektronik. atau tanda/papan/stiker/ penutup
uniuk kepentingan perpajakan pada lokasi Objek Pajak.

{2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan penundang-undangarn.

Pasal 74
Kepala Bapenda melakukan pengendalian Pgajak melalui serangkaian
kegiatan/proses untuk memastikan proses pemungutan Pajak telah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIV

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73

Pemeriksa tidek dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah
sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad
baik dan sesuai dengan kelenluan peraluran  perundang-undangan
perpajakan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7a

Bentuk formulir Pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala

Bapenda sesuai dengan keientuan perawaran perundang-undangan vang
berlaku.



al

Pasal 77
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan < Cianjur
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tan 2 Agustus 2024

SE RAH KABUPATEN CIANJUR,
F o N
! &

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 456



